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PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PERUMUSAN
FATWA KEAGAMAAN DI INDONESIA
(Studi Kasus pada Komusi Farwa MUL Maylis Tarjih dan Tajdid
Muhammadiyal dan Lapnah Baltsul Masa't! NU)

Oleh:
Fathiyaturrahmah

Abstrak:

Fenomena marginalisasi perempuan dalam arena publik tidak hanya terjadi datam ranall
politik semata, tetapi juga merambal pada wilayaly penafsiran teks-reks agam. Produd-
produk keilmuan figih Islam, yang terangbum dalam Fhazanah kitab buning, menjads
diskursus yang hanya boleh  diflaim sehagai - milik kawm  laki-laki. Realitas tersebut
kemudian dilanggengkan olel sistem transmisi keilman yang berpilak kepaca laki-laks.
Langkanya keterlibatan perempuan dalam proses pembentukan wacana figili seperti di atas
ternyata juga berlanjur hingga zaman kontemporer. Hal ini antara lain dapat dilikat
dalam rendahnya partisipasi perempuan dalam formulasi fatwa-fatwa keagamaan di
lembaga-lembaga yang dipandang otoritatif seperti Komisi Fatwa MUI, Majlis Tarjik
Muhammadiyah, Lajnalh Bahitsul Masa'it NU,

Kata Kunci : Partisipasi, Perempuan, dan Farwa Keagamaan

LATARBELAKANG

Fenomena marginalisasi perempuan dalam arena publik tidak hanya terjadi
dalam ranah politik semata, tetapi juga merambah pada wilayah penafsiran teks-teks
agama. Produk-produk keilmuan figih Islam, yang rerangkum dalam khazanah "kitab
kuning", seakan-akan menjadi diskursus yang hanya boleh diklaim sebagai milik kaum
laki-laki. Kecenderungan patriarkhis ini, menurut Masdar F. Mas'udi, sctidaknya
dimunculkan oleh dua hal. Pertamea, hampir semua penulis kitab kuning adalah laki-
laki. Kalaupun ada sumbangan perempuan  terhadap  perkembangan  ilmu
pengetahuan, seringkali hal itu nidak diakui, sehingga wajar bila kemudian bias kelaki-
lakian sangat mendominasi wacana kelimuan Islam klasik. Kedua, karya-karya figih dan
kitab kuning adalah produk zaman pertengahan Islam yang didominasi oleh cita rasa
budaya Timur Tengah yang sccara keseluruhan memang sangar laki-laki.'

Realitas tersebut kemudian dilanggengkan oleh sistem transmisi keilmuan
yang juga berpihak kepada laki-laki. Proses terjadinya penyebaran keilmuan figih dan
wacana Islam pada umumnya hanya disalurkan melalui jalur laki-laki. Dari keempar
imam mazhab yang populer di kalangan umat Islam, semua menerima ilmu dari jalur
guru laki-laki dan belajar menghapal dan mencari hadits yang semuanya diriwayatkan

' Masdar F. Mas’udi, “Perempuan di Antara Lembaran Kitab Kuning”, dalam Lies
M. Marcoes-Natsir dan Johan Hendrik Meuleman (ed.), Wanita Indonesia dalam Kajian
Tokstual dan Kontekstual, (Jakarva: INIS, 1993), him. 163
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Minimnya jumlah perempuan dalam ketiga lembaga fatwa tersebut setidaknya
menunjukkan  belum terwakilinya kepentingan perempudn dalam pembentukan
wacana hukum. Akibatnya, kepentingan perempuan tidak diperhitungkannya secara
serius dalam sidang pembahasan pcrsoulan—pcrsrmlan yang S€
kaum perempuan. Dalam kajian seputar Fikih Perempuan (£igh al-Mar'ah)—seperti
perempuan, khitan perempuan, muhrim bagi perempuan yang

harusnya melibatkan

masalah pemimpin
bepergian, pernikahan tidak rercatat, poligami dan imam shalat pcrcmpuun—scjauh
ini belum banyak melibatkan kepentingan kaum perempuan sebagai bagian dari
konsideran dalam merumuskan farwa. Mekanisme pengambilan  keputusan dan
istinbath hukum yang dilakukan dalam tiga lembaga fatwa tersebut selama ini lebih
berorientasi kepada teks baik al-Quran maupun al-Hadits, atau pendapat-pendapat
ulama mazhab yang diakui® dan seringkali mengabaikan kepentingan perempudn
sebagai pihak terkait yang scharusnya dipertimbangkan ekspekrasi dan harapannya.

> Syafiq Hasyim, Hal-hal yang Terlupat :
’ o Jang akan tentang Isu-isu Kepere Jan:
Sebuah Dokumentasi, (Bandung: Mizan, 2001), hlm 1_;43 su Keperempuanan dalon Ist
5 . g r P - . . :‘ : br
. hip://www.muhammadivah.or.id/tarjih/index.php?pilih=hal&id =2
. heep://www.muiorid/index.phpfoption=com_content&vicw =: g = 52&ltE
mid=54 &view =arricle&nd=2c8""=

*hueps/fwww.nu.or.id/page.php

¢ Untuk metode pengambilan ke
Jihat Surat l‘ic;)[:::.:: F)t,l:\%jr? 1113;::&1;:;1%71;11 :mkum pada tioga lembaga fatwa rersebut
Hliskiy o A0 v Pe g : I
No. U-596/MUI/X/1997; Manhaj Tarji entang Pedoman Penetapan Fatwa MUL
: ; Manhaj Tarjih dan Penge P i
i 7 Tul 20001 K gembangan Pemiki : [asi!
Munas Tarjih Jakarta 5-7 Juli 2000); Keputusan Munas Bandﬁrnqun;;\:ll:lgrai?]n::.sla;n (
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MASALAH PENELITIAN

Berangkat dari latar belakang di atas, ada tiga persoalan yang ingin dijawab
dalam penelitian adalah: Pertama. bagaimana mekanisme pengambilan keputusan
fatwa hukum dalam Komisi Fatwa Majlis Ulama Indonesia, Majlis Tarjih dan Tajdid
Muhammadiyah dan Lajnah Bahstul Masa'il Nahdlarul Ulama? Kedua, scjauh mana
partisipasi perempuan dalam proses pengambilan kepurusan fatwa hukum dalam tiga
lembaga tersebut? Ketiga, fakuor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat partisipasi
tersebut dan apa implikasinya bagi produk-produk fatwa hukum yang dihasilkan?

PEMBATASAN MASALAH

Penelitian ini dibatasi pada partisipasi perempuan dalam  pengambilan
keputusan hukum (fatwa) baik dalam komisi farwa Majlis Ulama Indonesia, Majlis
Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama yang
berada di tingkar pusar, dan tidak memasukkan keterlibatan perempuan dalam
perumusan farwa pada ketiga lembaga tersebut di tingkat wilayah, dacrah, maupun
cabang dan keriga lembaga fatwa tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan corak penelitian lapangan
(ficld ~ research) dengan menggunakan pendekatan  feminis. Disebut penelitian
kualitatif, karena data vang dikumpulkan lebih banyak merupakan data-data kualitarif,
vaitu data yang disajikan dalam bentuk karta-kara verbal, bukan dalam bentuk angka-
angka. Pendckatan feminis digunakan karena rendahnya partisipasi perempuan dalam
formulasi hukum Islam tidak bisa dilepaskan dari pandangan yang timpang gender.
Pendekatan ini melihat bahwa rendahnya partisipasi perempuan disebabkan karena
selama ini kaum perempuan selalu terpinggirkan dalam tradisi keagamaan. Mereka
tidak mendapat peran sebagai pemimpin keagamaan dan hanya terbatas pada peran-
peran domestik. Scandainya mereka diberi peran keagamaan, peran-peran tersebut
seringkali lebih rendah dari peran yang dimainkan kaum laki-laki.

Data dalam penelitian ini dapat dikumpulkan melalui wawancara dan
dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap informan yang dipilih secara purposive
sampling  guna menggali dara seputar orang-orang yang terlibat dalam pembuatan
keputusan hukum (fatwa). Sedangkan dokumentasi digunakan untuk menggali
bahan-bahan pustaka berupa keputusan-keputusan tertulis, notulen yang masih
tersimpan  dari sidang-sidang pembahasan, komentar-komentar tentang  berbagai
keputusan, dan bahan-bahan lain yang terkait dengan objek penelitian. Selain itu,
penelitian ini juga menggunakan hasil-hasil penelitian yang ada tentang MUI,
Muhammadiyah dan NU yang telah dilakukan oleh berbagai pihak. Setelah data-data
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lakukan reduksi data, klasifikasi data, display dary dan
dik“mpulkun kemudian dilakukan s

i ‘ i : i d ~pvimpulan.

memberikan penafsiran, interpretasi, dan penyimy

HASIL DAN PEMBAHASAN
I.MekanischcmmusanFatwa : oS fatwa NUT mcngiku[i prosedyy
Untuk memutuskan suatu fatwa, - ] i iy i
i . secara tertulis dart masvarakar byl
berikut: Pertama, adanya permintaan fatwa sceara [jmlhxl ,dkid i k:-ld-m:rh:k'
H : T ) an ard dU -RAUINE reak
perorangan maupun lembaga, permintaan pemerintah, dan at A |'h . -Ih IKs}
il : blem sosial yang terjadi di tengah-tenggh
MUI sendiri atas perkembangan dan problem ¢ )

masyarakat. Kedia, permohonan tertulis dari perorangan o ICI-]].I?H-{-{;]I-l-rLl II::‘[}]-](Udh.m. |
dibawa ke Rapim (rapat pimpinan), dan dari rapim kemudian .dlht.r.l 1\(1.11 ke ,Um!sf
Fatwa, dan komisi fatwa kemudian mengandegakan rapat. Kesiga, s-cl_(rculrmt Komisi
Fatwa kemudian menyebarkan surat via email atau sms, yang hum,m.]dnngm.' d:.n!
agenda rapat. Dalam prosesnya, pengambilan keputusan harus melalui sidang Iu')mm
fatwa, yang melibatkan semua anggota KF. Masing-masing anggota mempunyai hak
untuk menyampaikan pendapat dan pertimbangan Keenpar, hasil itiifag rapat Komis
Fatwa boleh jadi hanya berbentuk draft jawaban terhadap persoalan vang diajukan
atau kemudian itu jawaban yang sudah matang. Hasil tersebut kemudian dihimpun
dan dikukuhkan pada ijtima’ ulama, yang diadakan tiga tahun sekali.”

Dilihat dari jenis persoalan yang hendak dikaji, sebelum mengagendakan rapat,
Komisi Fatwa terlebih dahulu akan mengkategorikan persoal

an itu ke dalam beberapa
bidang persoalan. Jika terkair dengan bidang kedokteran, maka komisi ini akan

melibatkan ahli-ahli kedokteran. Jika menyangkut ekonomi, komisi Nl akan
mengundag ahli ekonomi, dan jika menyangkut bioteknologi, maka akan dilibatkanlah
ahli di bidang itu. Bentuk keterlibatan para ahli 1tu, falah menjelaskan apa persoalan
yang terdapar dalam persoalan yang diajukan dari sudut ilmiah Setelah
mendapatkan kejelasan persoalan dari sisi ilmiah, maka sctiap fagw
dicarikan dalilnya dari al-Quran dan Hadis, lika tidak rerd
sumber tersebut, karena perkemba
maka pengambilan kepurtus

Komisi Fatwa
a pertama-tama
apat preseden pada kedua
problem baru yang terjadi,

| angkan pendapat para Ulama, para
Fuqgaha’, dengan pcrllml)angan—pcrrimlmngun miashlehey mursalah, akhaff
yaitu mencan yang lebih kecil resikonya, aray Prinsip sadid :
perbuatan dosa. Panjang pendeknya wakqy, yang
fatwa tergantung pada berar ringannya persoalan y
Fatwa memburtuhkan wakey 3 bul !

kadang-kadang satu bulan dap b

1gan sosial dan problem-
an akan mempertimb

adl-clararain

adz-dzaral atau mencegah

diperlukan untuk mengeluarkan

ang dibahas. Kadang-
an-untuk menyelesailk
ahkan purys

kadang Komisi
an suatu putusan hukum,
an hukum jpy ditctapkan dalam sekali

" Kailan M.S. Metode Penelitin Mo
- ? ’
Paradigma, 2005), him. 68 "atif Bidang

" Wawancara dengan Dy, KH. Mukyj
Hj. Isnawati Rais,

Pendekatan Filsafar, (Yogyakarta:
Aji, Dra. H;. Mursy

idah Thahjy, MA, dan Dr.
.} 2
Wawancara dengan Dr, ;. Isnawarj Rais

» Anggorg Komisi Fatwa MUI Pusat.
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rapat. Semua itu tergantung berat ringannya persoalan yang dikaji dan percimbangan
perlu tidaknya didukung dengan penclitian pendahuluan.'

Sedangkan mekanisme vang digunakan dalam perumusan farwa Najlis “Tarjih
dan “Tajdid PP Muhammadiyah adalah scbagai berikut: Pertame, konsep jawaban dari
pertanyaan yang diaqjukan di Svara Muhammadivah dipersiapkan olch salah scorang
anggota farwa beberapa hari sebelum diadakan sidang favwa. Arduar, konsep jawaban
digandakan schanvak peserta sidang fatwa, kemudian konsep dipresentasikan di
hadapan pescrea sidang. Setclah presentasi selesai, diserahkan kepada forum sidang
untuk memberikan tanggapan (pertanvaan atau masukan). Kerige, serelah mendapat
anggapan dari peserra sidang, pembuat konsep dipersilahkan untuk menanggapi
tanggapan dari peserea tersebut. Keempar, ketua sidang menyimpulkan jawaban dari
permasalahan  yang  ditanyakan dengan memberikan  beberapa catatan untuk
penyempurnaan jawaban,"!

Dari sisi proscs istinbath hukumnya, Majlis “Tarjih menggunakan dalil-dalil dari
al-Qurtan dan Sunnah magbulah (yang dapat diterima otentisitasnya). Ofyas hanya
digunakan bila ia sangat diperlukan, begitu juga metode ushul figh yang lain. Dengan
demikian, selama masih ada dalil al-Quran dan Sunnah, maka tidak diperlukan
penggunaan gryas. Ciri jama'i dari Majlis “Tarjih adalah pembahasan yang bersifat
kolekuif terhadap dalil-dalil yang belum jelas atau tidak tegas terhadap masalah
terrentu yang dibicarakan. Ciri tarjihnya adalah karena Lajnah Tarjih "membicarakan
masalah dengan sistem musyawarah oleh sekelompok ahli (yang) mencari dalil-dalil

vang dipandang kuat untuk dijadikan dasar dalam memurtuskan hukum sesuatu
masalah."

Bila ada persoalan hukum baru yang mengemuka, maka selalu dicarikan
jawabannya dalam al-Qur'an dan Sunnah. Namun, jika tidak ditemukan jawabannya
secara langsung dalam al-Quran dan Sunnah karena kererbatasannya, maka
ditempuhlah langkah {edea, yaitu jika tidak ditemukan jawabannya secara langsung
dalam al-Qur’an dan Sunnah, MTT" menggunakan ijtihad dengan istinbarh daci nash
(tcks) yang ada melalui persamaan “/ar (alasan hukum). Dengan demikian, kendati
qiyas (analogi) ndak diakui sccara langsung, namun  dalam prakteknya terap
dikembangkan  Muhammadiyah  dalam  menctapkan  hukum. Scdangkan i,
Muhammadiyah hanva menerima gma’ al-shahabal (kesepakatan  sahabar) vang
mengikuti pandangan Ahmad bin Hanbal, yang berarti bahwa yma' tak mungkin
terjadi pasca generasi sahabat Rasulullah (Kudafa ur- Rasyidin).

Sedangkan mckanisme perumusan fatwa keagamaan dalam Lembaga Bahrsul
Masail (LBM) mengikuti langkah-langkah scbhagai berikut:  Pervama, pencrapan

" Wawaneara dengan Dra. ). Mursyidah “Thahir, MA, anggota Komisi Farwa MU
Pusat

" Wawancara dengan Drs. Asep Sholahuddin, Sckretaris Bidang Fatwa dan
Pengembangan “Tuntunan, MTT PP Muhammadiyah

" Rifyal Ka'bah, Hukum Islkm di Indonesia, Persephrif Muhammedivah dean NU. (Jakarta:

Universitas Yarsi, 1999), him. 106
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h ~rpanyaan [er . .
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: - api tidak mendapat Ja
tingkae jajarannva, retapi tidak

+ersiapkan jawabannya di pra sidape Ly
melakukan identifikasi masalah untuk dll}‘-rs"ml_\'" . dasik  hingea  mod b M
akukan ider as dalam kitab-kitab  klast ge: e

. iakui kredibilitas kci[nmunm: .
artile : ang ditlis olch para ulama yang diaku . . Y. Dy
artikel/majalah vang diwlis et adalah komitmen g

sinilah terjadi penilaian. Yang menjadi “k“nflll:l?g\'ﬂﬁ'i. ke-wira’i-an dan ktjt‘l):::g
penulis rerhadap pola bermazhab, uuun:m}"f“- n::{-nl‘) atau teks rujukan yang dipi-!i.hn
argumen yang ditampilkan dalam rcd;aks:l | ,l.;k-,h Kicab it diterima ofel kﬂl:]nrr-“;
lssanya, perilihan dialakan e - III‘:JI}- au tidak? Jika diterima kit'lhl?l
pesantren yang secara kultural rerkait dengan INU att ot it Bk __'. .
dapat dijadikan rujukan. Kedima, serclah mendengar :1rgf1m.(.n ar para pm(,]r.m | f“‘“
dengan landasan redaksional (teks) kitab yang IllC|?]:ldl pegangannya, Pimping,,
Sidang membuat kesimpulan, dan ditawarkan kembali |‘i<3l’3‘(-1n |'lli5l:l'm LB*\_] untuk
ditctapkan ketentuan hukumnya secara kolekif (zagrir jama'iy). Keenam, Iff:snnpd;,.,
ketetapan hukum seperti itulah yang dalam NU popular dengan Alkam al-Fugaha.

Formar yang demikian ini diberlakukan scjak dirumuskannya  sisten
pengambilan hukum  (istintiith al-ahtim) Bahtsul Masail hasil Munas Alim U lama NU
di Lampung tahun 1992 sampai Munas Alim Ulama di Asrama Haji Pondok Gede,
Jakarta rahun 2002. Pada wahun 2004, tepatnya ketika diselenggarakan Mukeamar ke-
XXX di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Solo (2004), form
Bahtsul Masail NU mengalami kemajuan yang signifikan, [
hukum Bahtsul Masail, keputusan hukumnya diformac
hukum, schagaimana yang ditempuh olch para imam mazhab. Secara berurutan, dalil-
dalil dicantumkan mulai dari dalil nash, yaiu ayat-ayae al-Quran, Hadis Nabi (sclama
itu ada), ljma’, atau Qiyas. Baru screlal ity ditvangkan rujukan pendapar dari ulama
mazhab (yang tercantum dalam kutuly almadzihily), sebagaimana di atas.

l-'urlmat baru tersebut juga dilakukan Pada Munas Alim Ulama NU di Asrama
Haji Sukolilo, _S“_mb“&"-l pada 26-30 Juli tahuy 2006. Dengan demikian, melihat apa
yang telah terjadi dalam proses Bahtsul Magai] NU selamg dekade 1990-an sampai

sckarang, dapat disimpulkan bahwg paradigma Nalar Fikih Formalistik-"Tekstual LBM
NU telah mengalami perkembangan sebagaimang d; atas ‘ ‘

Avemipar,  mencari jawabannya

at keputusan hukum
alam sistem pengambilan
berdasarkan hirarki dalil-dalil

2. Partisipasi Perempuan dalam Pe

». u: Sels :
fla ' n : ] Ay b 2 3Cl|1h
aneeora dl(lnl'h"kuln I"ild:l kL'lI ]l' n H| DI ',‘
o « an '.1‘-} I a1 | "[1“ k .!
IR} d ) ras iy C ‘L”d

Bagi yang memiliki komperensi di 1y
aiy ;, Kompetensi dj hid:m;: ckonom; Isl;
sub komisi ckonomi Islam, Bag; Yang ahli dajay, bid
. - . . - : : :l 1 )
ditempatkan di sub Komisi Iud:mg akidal, dan j| (';
4 dan jhy,

Tumusan Fapwq

agian dan penychbaran
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'
serelah mereka dilantik menjadi pengurus MUL NModel penempatan ini berlaku
untuk semua anggota komisi, baik laki-laki maupun perempuan.

) Dengan keanggoraan yang minoritas dari satu periode ke periode berikutnya,
yaitu kurang dari 10%, dapat diperkirakan bahwa partisipasi perempuan  perumusan
fatwa keagamaan menjadi tidak cerlalu dominan. Meski demikian, keraguan tersebut
ditampik olch para anggota MUIL Menurut mercka, scbuah kepurusan facwa akan
dili_h:u dari kescjalanannya dengan prinsip-prinsip al-Qurian, as-Sunnah, hasil ijuhad
dari para ulama vang dijadikan referensi, bukan dilihar dari siapa yang mengajukan
pandangan arau pendapar, baik laki-laki maupun perempuan. Faktor jumlah tersebur
tidak mempengaruhi besar kecilnya pardisipasi perempuan, sebab di Komisi ini tidak
dipertimbangkan jenis kelaminnya, tetapi diperimbangkan kekuoatan argumentasinya.
Ketika memang apa yang mereka sampaikan lebih bisa untuk diterima olch forum, laki
atau perempuan, tidak dijadikan scbagai bahan pertimbangan untuk diterima atau
ditolaknya pandangan tersebut. -

Meski minoritas, namun tidak berarti anggota perempuan tidak memiliki andil
vang signifikan dalam merumuskan fatwa agama.  Menurut Mursyidah, seringkali
anggota komisi vang perempuan  memunculkan isu-isu yang terkait  dengan
kepentingan kaum perempuan. Melalui usulan mercka, banyak kemudian fatwa vang
dikeluarkan, di antaranya adalah fatwa tentang hukum pernikahan dini dan nikah sirri.
Kedua bentuk  pernikahan ini sclama ini dipandang lebih  merugikan pihak
perempuan, tetapi masih banyak dipraktekkan dalam masyarakat karena adanya
scbagian ulama yang membolehkan pernikahan scperti it Bahkan yang lebih
menarik, isu-isu tentang perempuan seringkali diusulkan oleh anggota komisi yang
laki-laki. Mursyidah menururkan, banyak juga dari anggora komisi fatwa yang laki-laki
vang memiliki sensitivitas gender, schingga tidak lagi menjadi dominasi perempuan.'’

Partisipasi perempuan juga dapat dimainkan melalui forum ijrima’ ulama
pasional, yang mengundang perwakilan dari ormas-ormas perempuan Islam scluruh

Indonesia.  ‘T'ctapi scjauh mana bisa mewarnai, tergantung  kepada SDMnva.
Berdasarkan pengalaman selama ini, Mukri Aji mengungkapkan bahwa akses in1 belum

terlalu dimanfaatkan karena schagian  besar undangan dari perwakilan  kaum
perempuan belum menggunakan forum ini untuk menyalurkan aspirasi mereka. ™
Selain melalui forum ijtima’ ulama, MUI juga memiliki satu komisi khusus
vang menangani persoalan-persoalan. perempuan. Sctiap ada isu scputar persoalan
perempuan, biasanya dibahas terlebih dahulu di Komisi Perempuan. Jika komisi
memerlukan fatwa kcagamaan terkait persoalan yang diajukan ke komisi ini, persoalan
tersebut kemudian dibawa ke Komisi Farwa untuk dimintakan fatwa. Tlubungan kera
ini discbut lintas komisi. RUU KDRI" dan pornografi/pornoaksi dulu dari komisi
perempuan dulu, bekerja sama dengan KF. Dari sisi problematiknya dicatat olch
komisi perempuan, kalau membutuhkan fatwa itu baru didelegasikan ke komisi fatwa.

13 Wawancara dengan Dra. Hj. Mursyidah Thahir, MA, anggota Komisi Fatwa NUI
Pusat )
1 Wawancara dengan Dr. KEH. Mukri Aji, anggota Komisi FFatwa MUI Pusat.
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persoalan vang dibahas. o
Dari sisi pembagian tugas, Romisi
anggota laki-laki dan perempuan. Diantard
membuar makalah tentang persoalan yang di e
persoalan vang masuk, ketua komisi hius-.uly:l 'mcn.i\? s, vl g
untuk menulis makalah yang akan  dijadikan sc m‘h‘l_ -‘-rinnknli tidak mcmil';k'
(hciskusikan. Kendalanya, anggota komisi yan wm?p“:m:;-m :mknluh tidak h-nm:
waktu yang cukup untuk melakukan wgas terscbut. | c.jﬂ?us' : el mus\_'}“;"'.h
schatas untuk didiskusikan pada level kumisi..t.cr:.l]n Jug.!.pn": e m [{1;1 ¢ a
nasional. Sebelum Munas diselenggarakan, Komisi Fatwa m(.nur',.lb ;‘Ik o ]‘l;l"]g
melibatkan sebagian anggora komisi (termasuk yang psl:-,rcmpu.m) untt mbuar
draft-draft yang akan difarwakan forum nasional tersebur. S .
Sementara itu, partisipasi  perempuan i ;\Iujljs anih )lu;d:d P
Muhammadiyah juga disalurkan melalui anggota Bidang Fatwa dan Pengembangan

Fatwa tidak membeda-bedakan an gy

ugas anggota Komisi Farwg adalal,
Bt . . @ . . ft

ajukan ke Komisi Fatwa. Sctiap g,

arkan kepada para anggota komiy;

Tuntunan MTT. Sclain itu, kalangan perempuan juga memiliki akses dalam proses
perumusan fatwa melalui anggota perempuan dalam bidang-bidang lain di bawah
MTT. Sebagaimana diketahui bersama, Majlis Tarjih dan ‘Tajdid PP Muhammadiyah
membawahi cnam bidang, satu di antara menangani persoalan-persoalan yang terkair
dengan perempuan, yaitu Bidang Kemasyarakatan dan Keluarga. Bidang ini schagian
besar  anggotanya  didominasi oleh kaum perempuan. Selain itu, ke
perempuan juga menyebar pada keenam bidang-bidang terse
mereka masih minoritas.  Ketika ada permasalahan-permasalahan yang berkaitan
dengan perempuan, para anggota MTT dari bidang-bidang lain, yang memiliki
kompetensi atau keahlian dalam disiplin ilmu terkair, akan diundang ke rapat MTTT.
Rehadiran mereka bukan hanya sckadar berpartisipasi, tetapi juga dimintai penjelasan
ilmiah terhadap persoalan yang dibahas, Misalnya pada saar NI mengkaji proses
kejadian manusia, NMTT mengundang scorang antropolog Perempuan dari Yogyakarta
untuk memberikan pandangan ilmiahnya.'”

’ada dasarnya ijtihad dalam Muh
Jama’i). Olch karena itu, NTT
perempuan, r\nggm:.l |11(.i;mg fatwa yang PErempuan memilik; kesemparan yang samd
dengan MEEem l"k'_""k’. d“l‘"l" ProSEs perumusan fagywy, la diharapkan aktif dalam
memberikan  kontribusi, ik dalam . .
permasalahan serta dalam ])Lnunyu;Tn atau mungu]ul-.dll-
Msebagai masukan awal bagi
4 perempuan vang duduk di divisi

anggotaan
but di atas, meski jumlah

ammadiyah dilakukan sec

. ara kolekeif (jihad
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membugy
tulisan-ruljs
arena anggor

menvusun
perumusan fatwa, Meski demikian, K

" Wawancara dengan Dy
Pusat

" Ihid,

L. Murs}'idzlll Thahir, NIA, anggota Komisi Farwa MUI
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farwa hanya 1 orang, vaitu Lailatis Svarifah, Le., MAL tentu saja peranan tersebut
masih belum dapar dilaksanakan sceara maksimal.

Raum perepmuan juga dapar mengakses laingsung ke NMajlis "Targih dan "Tajdid
melalui pengajuan masalah-masalah vang, berthubungan dengan perempuan kepada
bidang farwa NIT7T. Setiap persoalan yang masuk akan direspon oleh bidang farwa
tanpa melihat oleh dan untuk kepentingan siapa farwa itn dibuat. Menurut
pengakuan salah scorang anggota divisi favwa, selama ini faowa-faowa MTT cukup
responsif dengan permasalahan-pemrasalahan vang menyangkut perempuan, seperti
fikih perempuan, adabul marah fit I, poligami. pemimpin perempuan - dan
schagainva,

Kepentingan perempuan juga dapar disalurkan melalui ahli perempuan yang
kompeten dalam suatu disiplin keilmuan yang biasanya dilibatkan dalam perumusan
fatwa untuk dimincai penjelasan ilmiah dari masakah yang hendak difarwakan. Ketika
persoalan vang diajukan terkait dengan kedokteran, maka NI bidang fatwa-akan
mengundang pakar kedokteran untuk menjelaskan persoalan dari sisi kesehatan. Jika
pertanyaan yang diajukan terkait dengan obat-obatan, maka M bidang farwa akan
mengundang apoteker atau pakar obat-obatan untuk menjelaskan permasalahan dari
tinjauan farmasi. Kalau problem yang diajukan berupa persoalan sosial budaya, maka
MTT Bidang Farwa mengundang pakar antropologi budaya guna menjelaskan duduk
persoalan yang ditanyakan dari sisi antropologi budaya. Di antara pakar yang diundang,
sebagjan diantarannya adalah perempuan.”’

Sementara itu, dilihac dari mekanisme pengambilan keputusan Lembaga
Bahtsul Masail NU ( LBNNU ) sebhenarnya ada peluang untuk kaum: perempuan
untuk terlibar langsung untuk urun rembug, memberikan pandangan terutama yang
terkait dengan permasalahan perempuan, Di lembaga bahtsul masail, sebelum
dilakukan pembahasan sccara resmi, semua masalah vang akan di bahas diinventarisir
oleh tim dari LBMNU, sctelah it masail yang akan dikaji discbar keseluruh ulama,
anggota syuriah NU, dan para pengasuh pesantren baik putra maupun putri yang ada
di bawah naungan Jamiyah Nahdlatul Ulama. Selanjutnya para ulama melakukan
penelitian masalah yang dikaji dan dicarikan rujukan dari pendapat-pendapat ulama
madzhab melalui kitab kuning klasik.”™  Sclain disebar melalui Ulama, masail yang
akan dikaji juga discbar ke ranting-ranting NU tingkat kelurahan dan desa melalui
pertemuan rutin yang biasa disebut dengan lailatul Tjtima® kemudian dilanjutkan di
lembaga bahtsul masail tingkar NMajelis Wakil Cabang NU (MWC-NU) tingkat
kecamatan, setelah itu ke Pengurus Cabang LBMNU tingkat kabupaten, kemudian
digodok di tingkat Wilayah yang sclanjutnya di tingkat Nasional melalui Bahtsul
Masail Nasional. Dan cara pengambilan hukumnya berdasarkan al-Qur’an, al-Hadits,

ijma dan ilhag/qiyas."”

7 1bid.
¥ Soelaiman
1 Wawancara d¢

Fadeli, Adntologi NU, (Surabaya : "I Khalista, 2007), hal. 36
ngan KI1. Rahmatullah ("Tim Perumus Bahtsul Masail NU )
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I ) =
dan parisipasi perempuan menjadi sebuah keniscayaan. Namun, pada kenyataannya,
partisipasi perempuan dalam LBMNU, terutama dalam perumusan hasil keputusan
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perempuan akan terus berlangsung, Dengan retorika vang bermacam-macam, semua
pihak layak bersepakat menegakkan keadilan gender, keadilan berbagi peran sosial,
menuju schuah sistem sosial yang penub dengan kesetaraan.™

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Perempuan
Dari pemaparan di atas  dapat  disimpulkan  bahwa tingkat  partisipasi
perempuan secara Kuantitatif masih rendah. Anggota  perempuan vang menjadi
anggota MUL tidak mengalami penambahan jumlah secara signifikan, - bahkan
cenderung statis. Pada periode kepengurusan 2005-2010 dan 2010-2015, dari 57
jumlah anggota Komisi Fatwa hanya 5 orang perempuan. Dengan kata lain, tingkat
partisipasi perempuan dalam Komisi Fatwa baru mencapai 10% dari jumlah scluruh
anggota komisi. Jika dianalogkan dengan partisipasi perempuan di DPR yang diberi
ambang batas minimla 30 %, maka jumlah anggota perempuan di Komisi Fatwa masih
kurang sekitar 10 anggota dari kaum perempuan. ' : -

Jumlah yang minoritas tersebut dipengaruhi oleh berbagai pandangan yang
masih timpang gender. Pertama, secara normatif al-Qur'an menyatakan bahwa sebagai
fueman being Taki-laki dan perempuan adalah setara. Namun dalam tataran praksisnya,
perempuan belum mendapackan penghargaan dan penilaian yang setara dalam ruang
publik. Realitas ini dapat dilihat dalam kasus Komisi Ifatwa MUIL Secara normatif
tidak ada pembatasan jumlah perempuan yang berhak menjadi anggota yang
membidangi fatwa ini. Namun secara praksis, jumlah perempuan tidak pernah lebih
dari 5 orang. Seakan-akan ada kesepakatan ridak tertulis bahwa perempuan perlu
diberi ruang partisipasi, tetapi tidak bolch kemudian menjadi dominan pada wilayah
vang masih diyakini sebagai wilayah laki-laki.

Banyak alasan yang diajukan mengenai sebab minimnya partispasi perempuan
dalam komisi fatwa MUIL. Pertama, MU sulit mencari sumber daya perempuan yang
kompeten dalam bidang keulamaan maupun keilmuwannya. Mungkin banyak tokoh
ormas Islam perempuan atau muballighat terkenal yang diakui ketokohannya, tetapi
tidak memiliki kompetensi di bidang ilmu syariah yang sangat diperlukan dalam
mengekstraksi  hukum-hukum Islam dari sumber-sumber aslinya. Scbab untuk
mengkaji persoalan-persoalan hukum Islam, sescorang harus di dack up dengan
kemampuan menganalisis, melakukan istinbath hukum, menguasai tafsir al-Qur'an
dan ulumul hadits, menguasai ushul figh, menguasal qawaid fighivvah, dan cabang-
cabang Ilmu keislaman lainnya.*' Keua, minimnya SDM keilmuan dan keulamaan
perempuan menyebabkan perempuan sulit untuk masuk ke sebuah komisi, bukan
hanva komisi farwa, tetapi bahkan masuk komisi pemberdayaan perempuan juga
mul;g:llumi kesulitan. Ada jarak sosial kultural yang cukup lebar bagi scorang
perempuan untuk duduk bersama dalam satu majlis dengan tokoh-tokoh ulama laki-
laki. Mukri Aji menuturkan, seorang perempuan siapapun orangnya jika tidak diback
up dengan kompetensi iimu dan ulama, biasanya akan diliputi perasaan minder, tidak

2 Wawancara dengan Nyai. [1j. Ma'mulah Harun ( Ketua Muoslimat NU )
2 Wawancara dengan Dr. KH. Mukri Aji, anggota Komisi Fatwa MUI Pusat
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bisa menjadi imam shalat berjama'ah.® dlam pemerintahan, JUg? hare
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;::::I:kk“:;::L;:\.j::';f“':?h:i::::i“fk;.ln.h.\lcnnrm Mukri '.-\ji.' ir!i I'I]Crlfpilkzll'l salah satu
dalosm pidaris PL:mh:lmhm u:‘).lc a kaum perempuan. Selain itu, pelibatan pcrcmla_uun
< ) : an mengganggu tugasnva scbhagai ibu rumah tangga.™

Tajdid T’T:IT\CI'::I?::,,:1::('”::;:d,uhnw ri'ngk:}( partisipasi perempuan fﬁ Majlis Tarjih

M adivah antara lain discbabkan olch minimnya SDN perempuan
vang memiliki komperensi dj bidang ilmu-ilmu ketarjihan. Hingga saat ini, belum ada
satu. pun ulama perempuan dic Muhammadiyah vang diakui ketokohannya dalam
bidang l'u|h-lslam. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena watak pembaharuan
Muhammadivah it sendiri, Schagai gerakan pembaharuan, Muhammadiyah lahir
dalam rangka merespon keterbelakangan umar Islam, dengan mengadopsi modcl
pendidikan umum (sckular) dan memadukannya dengan pendidikan Islam cradisional
.(P‘-'Si"'m!")- Namun dalam perkembangan scl':mjum.y:l. pendidikan Muhammadiyah
justru cenderung lebih menekuni pendidikan sekuler ketimbang pendidikan agama.
Oleh karena dtu, tidak sulic di Muhammadiyah untuk mencari perempuan yang
kompeten di bidang ilmu-ilmu sekuler, tetapi sangar sulit mencari perempuan yang
berkompeten dalam bidang ilmu-ilmu agama.

Selain itu, minimnya SDN perempuan di MTT-PPM juga discbabkan oleh
problem waktu. Menurue pengakuan  Lailatis  Syarifah, satau-satunya  anggotd
perempuan di Bidang Farwa MTT, kesibukan perempuan sebagai ibu rumah tangga
dan pekerjaan lain di luar rumah membuat sebagian kaum perempuan enggan untuk
unruk berkecimpung di MTT-PPM. Oleh karena itu, meski tidak ada pembartasan
jumlah perempuan dalam Bidang Farwa MTT, namun bidang ini juga mengalami
kesulitan untuk mencari figur-figur perempuan yang bersedia menjadi anggota.

Lailatis menururkan:
"Saya kira hal ini meomiang menjadi permasalahan dimana pun. Banyak perempuan yang
mampl tapi tidak mian. Ada yang mau tapi tidak mampu. Tidak mampn bukan hanya
wasalal Fompetensi 1api juga@ waken. Karena memang sava akui MTT-PPM terutama drcisi
farwa membutubkan Leseriusan. Apalagi pernmusan fatwa yang diadakan setiap ninggu juga
memerlukan persiapan yang baik. Padahal kebanyakan perempuan saat ini sucdak berperan
lrifungsi sebagal manajer Rumah Taugea schaligus pendamping suanti dalam mencari
nafkah."*
Sementara itu, rendahnya partisipasi perempuan di LBMNU antara lain
discbabkan olch: Pertania, sumber Daya Manusia (SDM) perempuan yang masih
rendah. Faktor ini yang sering dilontarkan banyak orang yang meganggap bahwa kaum
ahdlacul Ulama’ kurang mampu melakukan diskusi yang scimbang

yang ada di lembaga bahtsul masail, karena penguasaan
baik pada

perempuan N

dengan para mubahitsin
keilmuannya kalau dibanding dengan kaum  laki-lakinya sangat Jauh,

pemahaman kitabnya, keluasan cara berfikimya dan juga dalam melakukan diplomasi

27 Wawancara dengan Dr. KHL Mukri Aji, anggota Komisi Fatwa MUI Pusat
2 \Wawancara dengan Lailatis Syarifah, Anggota Bidang Fatwa dan Pengembangan

Tuntunan, MTT PP Muhammadiyah.
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oleh {lluny:lrukal. Scjatinya, vang dimaksud dengan kodrat perempuan adalah vang
"_L"kf""'" dengan faktor biologisnva, seperti menstruasi, hamil dan melahirkan.™
Ketryrls, beban psikologi dan ewuh — pakewuh. Beban psikologt dan budava ewuh
pakewuh arau rasa sungkan dari kaum perempuan Nahdlatul Ulama terhadap kaum
laki-laki ( dalam hal ini para kyai ) vang menvebabkan minimnya kaum perempuan
untuk bisa akrif dan berperan serta dalam acara bahtsul masail dan perumusan hasil-
hasilnya.”

RKedelapan, beban psikologi dan budaya ewuh pakewuh atau rasa sungkan dan
kaum perempuan Nahdlatul Ulama terhadap kaum laki-laki ( dalam hal ini para Kiai )
yang menyebabkan minimnya kaum perempuan untuk bisa aktif dan berperan serta
dalam acara bahtsul masail dan perumusan hasil-hasilnya™ Kesembilan, sistem polink
dan pendidikan. Dalam sistem dan lembaga politik, perempuan tidak memiliki atau
sedikit sekali berperan dalam proses pengambilan keputusan. Struktur kekuatan
disusun sedemikian rupa dan sedikic sekali memberi peran bagi perempuan. Padahal,
dari sistem dan lembaga politik inilah proses-proses sosial berawal. Sementara itu, di
lembaga pendidikan dan sistem pengetahuan. Sistem pendidikan yang sudah mapan
kerap kali berperan dalam proses pembedaan posisi dan peran antara laki-laki dan
perempuan. ‘Teks pelajaran yang bias gender dapat dengan mudah kita temui.
Ironisnya teks-teks yang semacam ini justru banyak terdapat pada materi pendidikan
dasar.”

KESIMPULAN
Dari pemaparan bab-bab terdahulu, dapat disimpulkan tiga kesimpulan
benkut:

1. Mckanisme perumusan fatwa di tiga lembaga yang diteliti secara umum melalui
langkah-langkah berikut: Pertama, scbuah facwa dimulai dan pertanyaan atau
permintaan farwa kepada lembaga, yang diajukan oleh individu maupun lembaga,
baik pemerintah maupun non pemerintah, atau reaksi lembaga farwa itu sendiri
atas berbagai persoalan kontemporer. Kedna, keriga lembaga farwa itu kemudian
melakukan kajian dengan menggunakan metode istinbath hukum yang khas

masing-masing untuk mencari jawaban hukum atas pertanyaan yang diajukan.
Ketiga, rujukan yang digunakan untuk merumuskan fatwa secara hirarkhis adalah
al-Quran, as-Sunnah, dan pendapat para ulama. Jika ditemukan jawaban pada
keriga sumber tersebut, maka jawaban secara langsung direfer kepada tiga sumber
tersebut. Jika tidak maka lembaga fatwa menggunakan perangkat metodologis
masing-masing untuk melakukan istinbat hukum. Keempat, putusan tersebut
kemudian dibawa ke forum yang lebih tinggi untuk dikritisi dan kemudian, jika
disepakati, dikukuhkan sebagai keputusan resmi organisasi.

M Wawancara dengan Nyai Hj. Masruroh Syafaat

» 1bid
* I bid
3 bid

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

g - 3T T
i dalam keriga lembaga terschug M
N « .y * e 1 b N .
ki Jemikian. aspirasi dan’ kepeng), a

7). Meski . . . g
7). pintu akses vang telah dl.‘icdiukun

alui berbagdt lavaan peremp
pemberdayaan puan, - fory,,

r knll‘liﬁi I |
. 1Ki vang b
dan para pakar yang diundang unyj

2. Parusipasi perempuan seaind
rendah (tidak lebih dan 12 I
perempuan dapat disalurkan mc
olch mckanisme organisast. S€Pe |

. ¢l H Wil
nasional vang membahas hasil fat

menjelaskan persoalan rereentu. e adal: nd: .

l'l\J fak ! \o mempengaruhi partisipast LEEOut 1d|111.1 |anth Shy|

“aktor-faktor vang & o . il s 3.

yan . ! u-ilmu svanah. Pemak.
perempuan vang memiliki kompetenst di bidang ilm d “, CMahany,,
Aan s Jasi roSering  menveh.

. . rane  relast gender a VCbabk.
keagamaan vang tidak lengkap rentang o . dahnva akse kan
_ . .+ schineea mengakibatkan rendahnya akses perempyy,
pandangan timpang gender schingg o n

.
-
.

dalam meraih pendidikan.

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Asimuni, Mawhaj  Tarjih - Mulammacdivad:  NMctodologi - dan Aplikasi,
Yogvakarra: Pustaka Pelajar, 2002
Aqsha, Darul, KH. Mas Mansur Perjuangan dan Pemikiran, Jakarta: Lrlangga, 2008
Arifi, Ahmad, Dinamika Fikih Pola Mazhab... Jurnal Asy-Svir'ah Vol. 43 No. 1, 2009
Azhar, Nubammad, Poswderuisme Muhammadivah Yogyakarta: Suara Muhammadiyah,
20035
Dzuhayatin, Siti Ruhaini, “Agama dan Budayva Perempuan: \Mempertanyakan Posisi
Perempuan dalam Islam”, dalam lrwan Abdullah, Sangkan Paran Gender,
Yogyakarta: Pusat Penclitian Kependudukan Universitas: Gadjah Mada dan
Pustaka Pelajar, 1997
~Djamil, Fathurcahman, Meode ltihad  Majhis - Tarjik Muhammmadiyah, Jakarta: 1.0gos
Publishing [ousc, 19935
Fadeli, Soclaiman, Awtologi NU, Surabaya : PT. Khalista, 2007
al-Fayumi, Ahmad b. Nuhammad, Kitab al-Misbah al-Munir fi Shark € iarib al-Kabir i al-
Rafii, vol. 1, Kairo: al-Amiriyah, 1922
Foucault, Nichell, 7% Archealogy of Knowledge, 1 .ondon: Routledge, 1972
, "The Order of Discourse”, dalam R. Young (ed.) Unrying the Text: A
Post-structuralis Reacer, | .ondon: Routledge, Kegan & Paul, 1981
asyim, Syafiq, Hal-hal yang Terlupakan tentang lsu-isu Keperempuanan dalam Istam: Sebuah
Dolrumenrasi, Bandung; Mizan, 2001
Ka'bah, Rifval, Hdum Iskam di Indoresia, Perscpktif Muhammadiyah dan NU, Jakarrta:
Universitas Yarsi, 1999
Kamaluddin, Uyun Menyoroti jtihad PERSIS: Fungsi dan Peranannya dalam Pembinaan
Hidum Istam i Indonesia, Bandung: "Vatakkur, 2006
Masyhuri, KHA Aziz, Masalah Keagamecan NU, Surabaya: PP RMI dan Dinamika Press,
1997
Majlis  Tarjih ~ Pimpinan  Pusat Muhammadivah,  Himpunan — Purusan — Tarjih
Mubammadiyah, Yogyakarta, PP Nuhammadiyah, t.ch
Majlis Tarjih dan ‘T'ajdid PP Muhammadiyah, Adabul Mar'al fil Islam, Yogyakarta: Suara

Muhammadiyah, 2010
Majlis Ulama Indonesia, Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Farwa Se-Indonesia 111 tahun 2009:

Masdil Asasiyyah wathaniyyah (Masalah Strategss - Kebangsaan),  Measd'if Fighiyyah
Mitashirale (Masalal Figil Kontemporer), Masa'l Qanuniyyah (Hukum dan Perundeang-
wneangan), Jakarta: MUI 2009

Mas'udi, Masdar F,. “Perempuan di Antara Lembaran Kitab Kuning”, dalam Lies M.
Marcoes-Natsir dan Johan Hendrik Meuleman (ed.), Wamta Indonesia dalam
Kajian Tekstual den Kontekstual, Jakart: INIS, 1993

~G7~

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

w (Se Stueli ¢ .
Ul Driclonesict (Schuali Nty

‘ ara yils akarta: IN1S. 199
Mudzhar, Muhammad Acho, Farea-faraa My Sockarno, Jakarta INIS, 1993

; . .1 Spcdarso
Lemikiran Hekum Isam di Tudoniesia), N-fJ- k‘ ;'{nu(lt: dsc. T h ’
« s, Sara, Michell Foucaul, London SNew York. etseerd Hvkonnt Islam) I\h'.lhsm

iri . 3 v (St Problonatifa ;
NMiei, Djamaluddin, Adamant Fugaha' (Solusi Pro
.‘iuml);l}-;; 20044 . 7 .rfmfﬂm'-"’-”n Jakarta: INL&‘ 1903
Mudzhar, Mohammad Atho, Farwa-fatwa Majehs _('.m{k. il dan Pengenbangen Pemikivay,
Pimpinan Pusar Muhammadivah, Qe 'idal Majlis 1ary

ival. 2000

5 - r d]\’-llh - .

sk, Yogyakarea: Pimpinan Pusac Muhamma 05 Talun Langhah Perjuangay

Sctiawan, Budi dan  Arief Budiman Ch (ed), A J-ﬂ-qn-l' LPI Pimpinan P
A Irhanumadival: 1 Limpunan Keputusan Nuktamar, Yogyak:

Muhammad ivah ©adivah, Farwa-Fatwa Tarjik;
Tim Majelis “Tajih dan Tajid Pimpinan Pusat Muhammadi

Tanya Javab Agama 1-3, Yogyakarta: Suara .\Iuh:mun;ldly:lhl ',2”()‘:,;](]“,3[, —

Tim Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran PP '“"f 1.m1n\l h'm‘;mﬂd' ( t:J
Perempuan datam Perspekrif Muhammadivah, Yogyakarta, Suara Muh: “Hoyan,
2005

Wizarar al-Awqaf w
Dhat al-Salasil, 1988

Zahro, Ahmad, Tradis Tutelektual NU, Yogvakarra: 1 kiS, 2004 ]

Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI, Tentang Pedoman Penetapan Fatwa MU,
No. U-5396/MUI/X/1997.

Anwar Khumaini,  Rokok vang Terus "Terbakar Kontroversi,  dalam
hrep//mwww.deri knews.com/read/2010/03/15/061556/13 1 8083/10/rokok-vane-
terus-rerbakar-kontroversi

IFajar Riza U] Haq, “Muhammadivah. Pancasila, dan Kepemimpinan Inklusif” dalam
herp:/islamlib.com/id/ arrikcl/muhammudi\'uh-pancasi1:1-dan-kcncmimpinan-
mklusiff (10 Pebroari 2010).

htrp://www.wuhidinsritutc.nru/l’rngmm/l)cmiI?id=285/hl=idlklctmlc Istinbath Mu

hammadivah NU Dun MUI diakses 13 Marer 201

a al-Shu*un al-Islamiyah, A/-Mawsu'al al-Fighiyah, vol. 12, Kuwair-

~58~

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

